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BAB 1
PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Pengadilan Negeri Tubei merupakan Instansi Vertikal di bawah Mahkamah
Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh seluruh wilayah Kabupaten

Lebong yang terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah * 251.576 Ha.

Pengadilan Negeri tubei dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei
dibantu oleh beberapa Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekertaris, Panitera

Muda, Kepala Sub Bagian dan Pegawai Pengadilan Negeri Tubei.

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Tubei berdasarkan SEMA No. 5
Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan PERMA No. 7 Tahun
2015 tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Propinsi
Sumatera
Selatan

n
Rejang Lebong

Gambar 1 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Tubei



Strutur Organisasi Pengadilan Negeri Tubei 2020

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tubei

Ketua Pengadilan Negeri

Hakim-Hakim Iman Budi Putra Noor, SH.,MH.
1. Zephania, SH.,MH. |
2. Jona Agusmen, SH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri
3. Hendro Hezkiel Siboro, SH. Agus Windana, SH.
4. Kurnia Ramadhan, SH.  Jo e e e e e e e
5. Maria Minerva Kainama, SH.
6. Adella Sera Girsang, SH. | | -

Panitera Sekretaris

Heri Heryanto, SH.
Sujoko, SH., MH. HHery

Kasubag Perencanaan, IT, Kasubag Kepegawaian,
Panitera Muda Perdata Panitera Muda Pidana Panitera Muda Hukum dan Pelaporan Organisasi dan Tatalaksana
Hendri.M, SH. Boni Manik, SH. Arif Budiman,SH. Thomas Silyamet Anggun Prima L. Tobing,SH.

Plt.Kasubag Umum dan
Keuangan
Sayu Made Oka Sulfitri, S.Sos

Kelompok Kerja Fungsional:
Panitera Pengganti :
Tri Sulisiono, SE., SH.

Kelompok Kerja Fungsional:
Panitera Pengganti :
Yuris Prawiratama, SH.

Kelompok Kerja Fungsional:
Jurusita Pengganti :
Figar Wibowo, SH.

Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tubei
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Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi

Pengadilan Negeri Tubei, Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun
2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

2.

3.

4+ Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara

dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan

kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

4+ Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta
tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat
Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang
berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.

4+ Menjaga agarperadilan terselenggara dengan optimal dan seksama.

+ Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat
oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Hakim

4+ Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas
lain yang menjadi tanggung jawabnya.

4+ Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

4+ Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang
ditugaSKan kepadanya

Panitera

4+ Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

4+ Melaksanakanpengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan
pengelolaan administrasi perkara khusus;

4+ Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara;

4+ Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

#+ Melaksanakanmediasi;

fiome | TAHUN 2020
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4.

5.

6.

+
+

Membinateknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sekretaris

FF F FFE

#

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
Melaksanakan urusan kepegawaian;

Melaksanakan urusan keuangan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB

Panitera Muda Pidana

+

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi
perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan
berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil
kerja kepada Paniterasesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Muda Perdata

+

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan
administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata,
menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi
staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Paniterasesuai dengan
kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

+

Membantu Panitera  melaksanakankegiatan = Kepaniteraan = Hukum,
mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik
perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim

laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil

fiome | TAHUN 2020
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kerja kepada Paniterasesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
4+ Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, Kkeprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
4+ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Informasi, Pelaporan
4+ Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. Panitera Pengganti
+ Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis
Hakim,mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan

mengetikputusan/penetapan.

12.Jurusita / Jurusita Pengganti
4+ Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta
Eksekusi dalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua
Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan

Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

13. Bendahara Pengeluaran
4+ Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas
perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan
keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua

Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o ranon 2020 LN
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1. STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja
instasi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural
sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang
bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang
dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan

good governance.

Pengadilan Negeri Tubei telah membuat SOP yang telah dibukukan dan
disosialisasikan keseluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tubei. SOP
yang telah dibuat dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei ini dilakukan reviu dan perbaikan di

setiap tahunnya, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu. (Terlampir).

Tabel 1 Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP)

\'[0) UNIT KERJA ‘ JUMLAH ‘ TERDIRI DARI KET
I. | Teknis Pengadilan
Negeri Tubei
1 | Kepaniteraan 22 1. SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sudah
Perdata Sederhana Oleh Hakim Tunggal dievaluasi
2. SOP Keberatan Gugatan Sederhana tanggal
3. SOP Penyelesaian Perkara Perdata 22
Oktober
Permohonan 2020

4. SOP Perkara Perdata Gugatan/ Perlawanan/
Bantahan Apabila Mediasi Berhasil

5. SOP Perkara Perdata Gugatan/ Perlawanan/
Bantahan Apabila Mediasi Gagal

6. SOP Upaya Hukum Banding

7. SOP Permohonan Perkara Perdata Kasasi
Memenuhi Syarat Formil

8. SOP Perkara Perdata Peninjauan Kembali

9. SOP Pendaftaran Putusan Arbitase Nasional

10. SOP Permohonan Konsignasi

11. SOP Permohonan Eksekusi Riil

12. SOP Permohonan Eksekusi Untuk Melakukan
Sesuatu Perbuatan

13. SOP Permohonan Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang Dan Hak Tanggungan

14. SOP Pencabutan Permohonan Banding
Perdata

15. SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Perdata

16. SOP Pencabutan Permohonan Peninjauan

Kembali Perdata
fome | TAHUN 2020




LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGER] TUBEI

17.

18.

19.

20.

21.

22.

SOP Permohonan Pembatalan Terhadap
Putusan Badan Arbitrase

SOP Permohonan Penitipan Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

SOP Upaya Hukum Keberatan Terhadap
Putusan BPSK

SOP Upaya Hukum Permohonan Keberatan
Terhadap Putusan KPPU

SOP Penyelesaian Perkara Sengketa Partai
Politik

SOP  Penyelesaian  Perkara  Sengketa
Keterbukaan Informasi

Kepaniteraan Pidana

28

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Biasa (Dewasa)

Pidana Anak Jika Upaya Diversi Berhasil

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Anak Jika Upaya Diversi Tidak Berhasil

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Singkat

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana
Tipiring

SOP Proses Penyelesaian Perkara Tilang

SOP Permohonan Upaya Hukum Banding

SOP Permohonan Upaya Hukum Banding
Pemilu

SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi

SOP Permohonan Upaya Hukum Pk Pidana
SOP Permohonan Grasi

SOP Permohonan Praperadilan

SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan
Penahanan Oleh Penyidik Dan Penutut
Umum Pasal 29 Ayat (2) Dan Ayat (3)

SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan
Penahanan Permintaan Penutut Umum Pasal
25 Ayat (2)

SOP Permintaan Permohonan ljin/
Persetujuan Besuk (Perkara Pidana Umum,
Tipikor Dan Perikanan)

SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan
Penahanan Ke Pengadilan Tinggi Pasal 29
Ayat (1) Kuhp

SOP Penangguhan Penahanan Perkara Pidana
Umum

SOP Proses Penyelesaian Permohonan Ijin/
Persetujuan Penggeledahan (Perkara Pidana
Umum, Tipikor Dan Perikanan)

SOP Proses Penyelesaian Permohonan
Diversi

SOP [jin Pembantaran

Sudah
dievaluasi
tanggal
22
Oktober
2020
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21.

22.
23.

24.

25.

SOP Pencabutan Permohonan
Pidana

SOP Pencabutan Permohonan Kasasi Pidana
SOP Pencabutan Permohonan Peninjauan
Kembali Pidana

SOP jin/ Persetujuan Penyitaan Oleh
Penyidik (Perkara Idana Umum, Tipikor Dan
Perikanan)

SOP Permohonan Peralihan/ Penangguhan
Penahanan

Banding

26. SOP Pinjam Pakai Barang Bukti
27. SOP Ijin Berobat
28. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu
3 | Kepaniteraan Hukum 12 1. SOP Penanganan Delegasi Dari Bawas Sudah
Tentang Tindak Lanjut Pengaduan ditz‘rllagl;:lSi
2. SOP Penanganan Pengaduan Melalui Meja 22
Pengaduan Oktober
3. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Badan 2020
Hukum
4. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
5. SOP Pembuatan Laporan Empat Bulanan
6. SOP Pembuatan Laporan Enam Bulanan
7. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
8. SOP Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
9. SOP Pendaftaran Surat ljin Kuasa Insidentil
10.SOP Surat Keterangan Tidak Tersangkut
Perkara
11.SOP  Suevey Kepuasan  Masyarakat
Pengguna Layanan Pengadilan
12.SOP Legalisasi Surat Akta Di Bawah Tangan
(Waarmeking)
II. | Non Teknis
Pengadilan Negeri
Tubei
1 | Kasubbag Umum dan 16 1. SOP  Pelaporan  Aplikasi  Persediaan Sudah
Keuangan Persemester/Pertahun dievaluasi
2. SOP  Pelaporan  Aplikasi  Simak-Bmn | tanggal
Persemester/Pertahun 16 .
Januari
3. SOP Pengelolaan Perpustakaan 2020
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar
5. SOP PNgelolaan Surat Masuk
6. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan
(Kegiatan Harian)
7. SOP  Pengelolaan Aplikasi Simak-Bmn
(Kegiatan Harian)
8. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga Satpam

Dan Petugas Kebersihan Kantor
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9. SOP Permintaan Barang-Barang Persediaan

10.SOP  Pelaporan  Aplikasi ~ Simak-Bmn
Persemester/Pertahun Tingkat Korwil

11.SOP Pembuatan Laporan Aplikasi Pp 39
Tahun 2006 Form B

12.SOP Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

13.SOP Pengelolaan Barang Persediaan (Barang
Konsumsi Dan Pemeliharaan)

14.SOP Pelaksanaan Anggaran Dana Up Tup

15.SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
(Gaji, Lembur, Honor) Dan Ls

16.SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal LS

Kasubbag 18 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas Sudah
Kepegawaian dan 2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting | dievaluasi
Ortala Pegawai) tanggal
3. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai ]a:u63ri
Negeri Sipil 2020
4. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan
Pegawai Negeri Sipil
5. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Tubei Bidang
Kepegawaian
6. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
7. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
8. SOP Mutasi Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil
9. SOP Usulan Promosi Jabatan
10.SOP Usulan Pensiun Hakim Dan Pegawai
Negeri
11.SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya
Lencana
12.SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
13.SOP Penyelesaian Surat Tugas
14.SOP Penyelesaian Permohonan Surat Cuti
Hakim Dan Pegawai Negeri Sipil
15.SOP Penyelesaian Pembuatan Pengantar
Hukuman Disiplin Bagi Hakim Dan PNs
16.SOP  Penyelesaian = Pembuatan  Kartu
Pemohon Penambahan Penghasilan Pegawai
(KP4)
17.SOP Penyumpahan Pegawai Negeri Sipil
18.SOP Pengusulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu
Kasubbag 12 1. SOP Penghimpunan Laporan Sudah
Perencanaan, IT dan 2. SOP Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan | dievaluasi
Pelaporan Anggaran (Dipa) tanggal
SOP Pengajuan Revisi Pok (Dipa) ]anlu6ari
SOP Peliputan Dan Penginputan Website 2020

SOP Pengelolaan Website

SOP Perawatan Sipp/Cts

SOP Perawatan Dan Pengamatan Perangkat
IT

N kW
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8. SOP Perawatan Dan Mengatasi Permasalahan
Jaringan

9. SOP Pendaftaran Akun Sipp

10.SOP  Penanganan Gangguan Jaringan,
Peangkat Keras Dan Perangkat Lunak
Komputer

11.SOP Pengelolaan Surat Keluar

12.SOP Pengelolaan Surat Masuk

2.

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja baik secara kuantitas
maupun kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Agar kinerja dapat terukur, diperlukan suatu alat pengukur yang jelas dan
mudah dimana pegawai yang bersangkutan dapat menilai sendiri kinerjanya
serta dapat dinilai pula oleh atasan penilainya. Pemerintah telah membuat
sistem penilaian untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut yang disebut Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP).

Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang dibuat
diawal tahun oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dengan atasan penilainya dan
terdapat realisasi atau pencapaian kinerja yang dihasilkan oleh Pegawai Negeri
Sipil dalam 1 (satu) tahun penilaian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 46
tahun 2011, per tanggal 1 Januari 2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib

menyusun Sasaran Kerja Pegawai.

Para Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Tubei telah
membuat dan menilai sendiri Sasaran Kerja Pegawai yang telah dibuat dengan

cukup baik.

Tabel 2 Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP

Ketua 6 -

Wakil - -

Hakim 6 -

Panitera 9 -

V|| W N =

Sekretaris 11 -
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Panitera Muda Perdata

6 9
7 | Panitera Muda Hukum 6
8 | Panitera Muda Pidana 5 -
9 1
7

Panitera Pengganti
10 | Juru Sita/JSP

11 | Kasubbag Umum dan Keuangan 15 -

12 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 10 -

13 | Kasubbag Perencanaan, IT dan 4 -
Pelaporan

Berikut Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang terdapat dilingkungan kantor
Pengadilan Negeri Tubei :
= SKP Ketua Pengadilan Negeri Tubei

TARGET

KEGIATAN TUGAS

Vi€ KUANTITAS/ | KUALITAS/
JABATAN OUTPUT MUTU

1 Menerima dan 0 100 surat 100 12bln |-
mendisposisi surat-surat
masuk

2 Menerima dan 0 20 berkas 100 12bln |-
mendisposisi berkas
perkara

3 Mengkoordinir 0 12 kegiatan 100 12bln |-
pengawasan yang
dilaksanakan Hakim
Pengawas

4 Melaksanakan 0 12 kegiatan 100 12bln |-
Pembinaan kepegawaian

5 | Melaksanakan konsultasi | 0 6 kegiatan 100 12bln |-
ke Pengadilan Tinggi

6 Mengawasi penegakan 0 12 kegiatan 100 12bln |-
disiplin Hakim dan
Pegawai

= SKP Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei

TARGET

KEGIATAN TUGAS

NO N\¢ KUANTITAS/ | KUALITAS/
JABATAN OUTPUT MUTU WAKTU | BIAYA
Menerima delegasi
untuk mendisposisi . 30 SURAT 100 4
dan menandatangani
surat masuk/keluar
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Menerima, memeriksa,
dan memutus perkara

10

BERKAS

100

Mengkoordinir
pengawasan yang
dilaksanakan Hakim
Pengawas

KEGIATAN

100

Melaksanakan
Pembinaan
Kepegawaian

KEGIATAN

100

Melaksanakan
konsultasi ke
Pengadilan Tinggi

KEGIATAN

100

Mengawasi penegakan
disiplin Hakim dan
Pegawai

KEGIATAN

100

» SKP Hakim Pengadilan Negeri Tubei

KEGIATAN TUGAS

TARGET

\\€¢| KUANTITAS/ | KUALITAS/ | WAKTU | BIAYA
JABATAN OUTPUT MUTU

1 Menerima, memeriksa 2 Berkas 100 12 bln -
dan memutus perkara
perdata

2 Menerima, memeriksa 40 Berkas 100 12 bln -
dan memutus perkara
pidana biasa

3 Menerima, memeriksa 200 berkas 100 12 bln -
dan memutus perkara
pidana lalu lintas

4 Melakukan mediasi 2 kegiatan 100 12bln |-
perkara perdata

5 Melakukan pengawasan 12 kegiatan 100 12bln |-
bidang

6 Mengikuti rapat bulanan 10 laporan 100 12bln | -

= SKP Panitera Pengadilan Negeri Tubei

TARGET
\'[0) KEG}?;‘:;IXI:IJ s .\ ¢ KUANTITAS/ | KUALITAS/ | WAKTU
OUTPUT MUTU
1 Menerima dan 0 20 surat 100 12 bln -
mendisposisikan surat
2 Meneliti dan 0 20 berkas 100 12 bln -
menandatanagni surat
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keluar

Meneliti dan
menandatanagni laporan
bulanan, 4 bulanan, 6
bulanan, dan tahunan

16 berkas

100 12 bln -

Melaksanakan anggaran
DIPA 03 termasuk
keuangan perkara dan uang
pihak ketiga

10 kegiatan

100 12 bln -

Menunjuk Panitera
Pengganti untuk
mendampingi majelis
hakim

50 berkas

100 12 bln -

Menandatangani salinan
putusan dan penetapan

50 surat

100 12 bln -

Melaksanakan pembagian
tugas kepada Para Panmud
dan Panitera Pengganti

10 kegiatan

100 12 bln -

Melaksanakan konsultasi
ke Pengadilan Tinggi

5 kegiatan

100 12 bln -

Melaksanakan pelayanan
informasi publik

5 kegiatan

100 12 bln -

= SKP Sekretaris Pengadilan Negeri Tubeli

KEGIATAN TUGAS
JABATAN

Menerima dan
mendisposisikan surat-
surat bagian
kesekretariatan

2\\¢ KUANTITAS/

OUTPUT

TARGET
KUALITAS/ | WAKTU
MUTU

100 surat

100 12 bln

Meneliti, menempurnakan
dan menandatangani surat
keluar kesekretariatan

55 surat

100 12 bln

Meneliti, memeriksa dan
menandatangani laporan-
laporan bagian
kesekretariatan

16 berkas

100 12 bln

Melaksanakan penyerapan
dan laporan DIPA 01

12 kegiatan

100 12 bln

Melaksanakan penyerapan
dan laporan DIPA 03

12 kegiatan

100 12 bln

Mengkoordinir
pelaksanaan tugas bagian
kesekretariatan

12 kegiatan

100 12 bln

Memimpin dan
mengkoordinir rapat

12 kegiatan

100 12 bln
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bagian kesekretariatan

8 | Melakukan konsultasi ke 0 15 kegiatan 100 12 bln -
Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Tinggi Agama
dan Mahkamah Agung

9 | Melakukan konsultasi dan 0 6 kegiatan 100 12 bln -

koordinasi ke KPPN, Kanwil
DJPBN, Kanwil DJKN,
Pemda dan Instansi terkait

10 | Melakukan konsultasi dan 0 12 kegiatan 100 12 bln -
koordinasi kepada
pimpinan dan atasan
langsung terkait
pelaksanaan pekerjaan

11 | Melakukan pembinaan dan 0 12 kegiatan 100 12 bln -
penilaian SKP bagi personil
bagian kesekretariatan

= SKP Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tubei
TARGET

NO KEGIATAN TUGAS ¢ KUANTITAS/ | KUALITAS/

JABATAN OUTPUT MUTU
1 Mendampingi Hakim 0 20 berkas 100 12 bln -
dalam bersidang lalu
lintas, membuat dan
menadatangani Berita
Acara Persidangan

2 Menginput perkara ke 0 20 kegiatan 100 12 bln -
Aplikasi SIPP
3 Membuat dan 0 | 100 kegiatan 100 12 bln -
menandatangani berkas
perkara tipiring/ lalu
lintas

4 | Menginput perkara 0 | 100 kegiatan 100 12 bln -
tipiring/ lalu lintas ke
aplikasi SIPP

5 Berkoordinasi dengan 0 15 kegiatan 100 12 bln -
pimpinan dan mengikuti
rapat bulanan

= SKP Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tubei

KEGIATAN TUGAS AK TARGET
JABATAN KUANTITAS/ | KUALITAS/

OUTPUT MUTU

24 berkas 100 12 bln -
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buku register
kepaniteraan perdata

Menjawab dan
menandatangani surat
masuk/ keluar

15 kegiatan

100

12 bln

Membuat berita acara
persidangan

18 kegiatan

100

12 bln

Menginput berit a
acara ke aplikasi SIPP

18 kegiatan

100

12 bln

Berkoordinasi dengan
Penitera dan Pimpinan
mengenai administrasi
perkara perdata

12 kegiatan

100

12 bln

Menandatangani
salinan putusan dan
penetapan

3 berkas

100

12 bln

Memonitoring perkara-
perkara perdata ke
dalam SIPP

12 kegiatan

100

12 bln

Memaraf konsep
penetapan hari sidang

12 kegiatan

100

12 bln

Monitoring perkara
perdata dan upaya
hokum perdata dan
buku kas bantu/ buku

kas umum dan jurnal.

12 kegiatan

100

12 bln

= SKP Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tubei

KEGIATAN TUGAS
JABATAN

Mendampingi Hakim
dakam bersidang lalu
lintas, membuat dan
menandatangani berita
Acara Persidangan

AK

KUANTITAS/
OUTPUT

TARGET
KUALITAS/
MUTU

WAKTU

BIAYA

25 berkas

100

12 bln

Menginput perkara ke
aplikasi SIPP

25 kegiatan

100

12 bln

Mengelola dan
menyelenggarakan meja
informasi dan meja
pengaduan

12 kegiatan

100

12 bln

Mengelola dan
menyelenggarakan arsip
berkas perkara

12 kegiatan

100

12 bln

Mengelola dan membuat
laporan perkara dan
laporan lainnya dan

16 kegiatan

100

12 bln
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mengirimkannya tepat
waktu

Berkoordinasi dengan
pimpinan dan mengikuti
rapat bulanan

16 kegiatan

100

12 bln

= SKP Kasubbag Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan

KEGIATAN TUGAS
JABATAN

Menyusun konsep
rencana kerja (renja),
Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Indikator
Kinerja Utama (IKU)

OUTPUT

KUANTITAS/

TARGET
KUALITAS/
MUTU

WAKTU

BIAYA

4 dokumen

100

12 bln

Menyusun RKAKL dan
Revisi DIPA

5 kegiatan

100

12 bln

Mengupload segala
bentuk laporan dan berita
ke dalam website

5 dokumen

100

12 bln

Melaksanakan
pengelolaan
insfrastruktur hardware,
meliputi server, komputer
dan perangkat
pendukungnya

12 kegiatan

100

12 bln

Membuat Laporan Kinerja
Triwulan dan Semesteran

6 dokumen

100

12 bln

Menghimpun, menyusun
dan mengkoordinasikan
penyusunan Laporan
tahunan dan LK]JIP

1 dokumen

100

12 bln

Menghimpun, menyusun
dan menganalisi laporan
pelaksanakan tugas
masing-masing sub bagian
kesekretariatan

6 dokumen

100

12 bln

= SKP Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

KEGIATAN TUGAS

TARGET

JABATAN KUANTITAS | KUALITAS/ | WAKTU | BIAYA
/ MUTU
OUTPUT
Mengelola surat masuk dan 2 kegiatan 100 12 bln -
keluar bagian kepegawaian
Mengelola aplikasi yang 3 kegiatan 100 12 bln -
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berhubungan dengan
bagian kepegawaian, yaitu
SIKEP, Komdanas, SAPL
dan Ropeg Mahkamah
Agung

Membuat daftar tunjangan
keluarga

36 kegiatan

100 12 bln -

Membuat daftar urut
kepangkatan

4 kegiatan

100 12 bln -

Membuat dokumen
pelantikan dan sumpah
jabatan bagi pejabat dan
pegawai yang baru
melaksanakan tugas di
Pengadilan Negeri Tubei

6 kegiatan

100 12 bln -

Membuat dokumen
penilaian Prestasi Kerja

2 kegiatan

100 12 bln -

Membuat usuk kenaikan
Gaji Berkala

1 kegiatan

100 12 bln -

Membuat usul Kenaikan
Pangkat

3 kegiatan

100 12 bln -

Membuat surat izin cuti

5 kegiatan

100 12 bln -

10

Membuat surat tugas

2 kegiatan

100 12 bln -

11

Membuat Surat Keputuasan
dan Instruksi Ketua
Pengadilan Negeri Tubei
dan Sekretaris Pengadailan
Negeri Tubei yang
berkaitan dengan
kepegawaian, organiasi dan
tatalaksana

1 kegiatan

100 12 bln -

12

Mempersiapkan usulan
promosi, pengangkatan
CPNS menjadi PNS, usulan
mutasi, penghargaan
satyalencana, usulan
pension dan kenaiakan
pangkat pilihan

1 kegiatan

100 12 bln -

13

Mengelola papan informasi
kepegawaian di bagian
kepegawaian

1 kegiatan

100 12 bln -

14

Mengelola absensi dan
rapat pimpinan dan
bulanan Pengadilan Negeri
Tubei

2 kegiatan

100 12 bln -
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= SKP Kasubbag Umum dan Keuangan

KEGIATAN TUGAS
JABATAN

Membuat SPM terkait
pelaksanaan angagran gaji
induk, gaji honor, uang
makan, GU, dll

KUANTITAS/
OUTPUT

KUALITAS/ | WAKTU
MUTU

TARGET

BIAYA

20 kegiatan

100 12 bln -

Mengontrol tata persuratan
umuum dan keuangan

24 kegiatan

100 12 bln -

Mengontrol penyerapan
anggaran sesuai dengan
RKAKL

12 kegiatan

100 12 bln -

Mengontrol pemeliharaan
dan perawatan serta
kebersihan kantor

12 kegiatan

100 12 bln -

Mengontrol dan
melaksanakan apliakasi
umum dan keuangan,
SIMAK BMN, persediaan,
SIMANTAP, SAIBA, SPAN,
MPN 62, SAS, GPP, Monev
dan Komdanas

12 kegiatan

100 12 bln -

Melakukan control
inventaris barang BMN

6 kegiatan

100 12 bln -

Mengkoordinir pengisian
SPT

2 kegiatan

100 12 bln -

Melakukan koordinasi
dengan KPPN Curup terkait
pelaksanaan pembayaran
operasional kantor

3 kegiatan

100 12 bln -

Mengontrol pembuatan
remunerasi dan
berkoordinasi dengan
subbag kepegawaian

12 kegiatan

100 12 bln -

10

Mengontrol dan mengawasi
tenaga honorer

12 kegiatan

100 12 bln -

11

Membuat SJPP terhadap
pegawai yang pindah

2 berkas

100 12 bln -

12

Koordinasi dengan kasub
perencanaan terkait revisi
DIPA

3 kegiatan

100 12 bln -

13

Mengontrol laporan
bendahara penerima dan
pengeluaran dan laporan
terkait umum dan
keuangan

6 kegiatan

100 12 bln -

14

Menilai SKP staf bagian

1 kegiatan

100 12 bln -
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| ‘ Umum dan Keuangan ‘ ‘ ‘ ‘ |

»= SKP Staf Umum dan Keuangan

NO KEGIATAN TUGAS TARGET

JABATAN KUANTITAS/ | KUALITAS/
OUTPUT MUTU

1 | Mengetik surat-surat 0 | 50surat 100 12 bln -
bagian umum

2 Mengelolah surat masuk | 0 | 100 surat 100 12 bln -
dan keluar

3 | Melayani legalisasi 0 | 100 dokumen 100 12 bln -
surat/ dokumen

4 | Mengelola buk 0 | 50 buku 100 12 bln -
perpustakaan

5 Menerima pengiriman 0 | 50 barang 100 12 bln -
paket barang

6 | Mengelola pesediaan 0 | 100 barang 100 12 bln -
barang

7 Mengelola Barang Milik 0 | 300 barang 100 12 bln -
Negara (BMN)
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A.

B.

1.

d.

BAB II

KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TUBEI

PENYELESAIAN PERKARA

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV),
kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan
peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata
Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi
(Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan
Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan Umum adalah
salah satupelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang, memeriksa, mengadili, memutuSKan dan menyelesaikan perkara
pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986),
bersama ini Pengadilan Negeri Tubei melaporkan keadaan perkara untuk tahun

2020 sebagai berikut:

JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Perkara Perdata

Tabel 3 Sisa Perkara Perdata yang masuk dan diputus

No

Jumlah Perkara Sisa

Klasifikasi Perkara Tahun 2020 Tahun Ket
2020

Masuk | Putus

Gugatan 5 4 1 -

Permohonan 20 20 - -

Gugatan Sederhana - - - -
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Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun 2020, Pengadian Negeri Tubei menangani perkara perdata sebanyak

25 perkara.

2. Dari 25 perkara perdata yang ditangani, berhasil diselesaikan di tahun 2020

sebanyak 24 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara

perdata tahun 2020 mencapai 90.3 %. Perkara yang masuk pada tahun 2020

belum semuanya dapat diputus di tahun 2020, karena perkara tersebut diterima

pada akhir bulan November dan Desember 2020, sehingga masih membutuhkan

waktu untuk proses persidangan.

3. Untuk program tunggakan minutasi, dari 24 perkara perdata yang telah diputus,

dan semuanya telah berhasil minutasi (100%).

4. Sisa perkara perdata Tahun 2020 yang masih berjalan ditahun 2020 sebanyak 1

perkara

Berikut keadaan perkara perdata Pengadilan Negeri Tubei yang disajikan dalam bentuk

grafik, sebagai berikut :

Grafik 1 Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2020

A

oN-hO\OO"
1

Perkara

Masuk Perkara

Putus

=N
o O

- Gugatan Sederhana

Permohonan

Gugatan

- Sisa Tahun
. 2019

B Gugatan
B Permohonan

Gugatan Sederhana
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b. Perkara Pidana
Tabel 4 Sisa Perkara Pidana yang masuk dan diputus
et s Sisa Jumlah Perkara Sisa
No. Kll)isrl]ig;a:l Tahun Tahun 2020 Tahun Ket
2019 Masuk | Putus 2020

1 | Pidana Umum 7 74 70 4 -
2 | Pidana Anak - 13 12 1 -
3 | Lalu Lintas - 629 629 - -

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1.

Pada tahun 2020, Pengadian Negeri Tubei menangani perkara pidana sebanyak
723 perkara, yang terdiri dari 7 perkara sisa tahun 2019 dan 716 perkara baru
tahun 2020 sedangkan sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara.

Dari 723 perkara pidana yang ditangani, berhasil diselesaikan ditahun 2020
sebanyak 711 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara
pidana tahun 2020 mencapai 98.34%. Namun bila dihitung tanpa pekara
pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Tubei telah berhasil menyelesaikan 82
perkara dari 87 perkara yang ditangani atau mencapai 94.25%. Perkara yang
masuk pada tahun 2020 belum semuanya dapat diputus di tahun 2020, karena
perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2020,
sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses persidangan.

Untuk program tunggakan minutasi, dari 711 perkara pidana yang telah diputus,
711 perkara diantaranya telah berhasil minutasi (100%).

Sisa Perkara Pidana Tahun 2020 yang masih berjalan ditahun 2020 sebanyak 5

Perkara

Berikut keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tubei yang disajikan dalam bentuk

grafik, sebagai berikut :
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Grafik 2 Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2020
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Grafik 3 Penyelesaian Pidana Tanpa Perkara Lalu Lintas
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Grafik 4 Minutasi Perkara Pidana
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2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

a. Perkara Perdata
Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat persentase perkara yang diputus tepat waktu.
Pada tahun 2020, ada sebanyak 24 perkara perdata yang diputus (termasuk sisa
perkara tahun 2019). Dari 24 perkara yang putus, berhasil diminutasi tepat
waktu sebanyak 24 perkara pada tahun 2020, sehingga didapat jumlah perkara
perdata yang diputus tepat waktu adalah 24 perkara atau sebesar 96 %.

b. Perkara Pidana
Untuk perkara pidana ada sebanyak 711 perkara yang diputus (termasuk sisa
perkara tahun 2019 dari 711 perkara yang putus, berhasil diminutasi tepat
waktu sebanyak 711 perkara pada tahun 2020, sehingga didapat jumlah perkara
pidana yang diputus tepat waktu adalah 100%. Namun bila dihitung tanpa
pekara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Tubei telah berhasil
menyelesaikan 82 perkara yang diputus dari 87 perkara yang ditangani atau

mencapai 94.25%.
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3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING,
KASASI DAN PK

a. Perkara Perdata

Tabel 5 Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Perkara Perdata

Sisa JumlahPerkara Sisa
No. Klasifikasi Tahun Tahun 2020 Tahun Ket
2019 Masuk Putus 2020
1 | Banding 0 2 0 2
2 | Kasasi 1 0 0 1
3 | Peninjauan Kembali 0 0 0 0

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa dari belum adanya perkara perdata
yang diputus tahun 2020 maka ada 3 sisa perkara tahun 2020 yang melakukan
upaya hukum, diantaranya 2 perkara mengajukan upaya hukum banding, 1
perkara mengajukan upaya hukum Kasasi dan 0 perkara mengajukan upaya
hukum PK. Sehingga dapat disimpulkan, jumlah perkara perdata yang tidak
mengajukan upaya hukum banding dan PK adalah sebanyak 70 perkara atau

sebesar 94.60% dan kasasi sebanyak 1 perkara atau sebesar 11.11%.

Grafik 2 Persentasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Perdata
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b. Perkara Pidana

Tabel 6 Upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Perkara Pidana

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGER] TUBEI

. JumlahPerkara .
Sisa Sisa
No. | Klasifikasi Tahun Tahun 2020 Tahun | Keterangan
2019 Masuk | Putus 2020
1 Banding 0 9 9 0 -
2 Kasasi 0 5 0 5 -
3 Peninjauan 0 0 0 0 -
Kembali
4 Grasi 0 0 0 0 -

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa dari 14 perkara pidana yang

diputus tahun 2020, ada 14 perkara yang mengajukan upaya hukum,

diantaranya 9 mengajukan upaya hukum banding dan 5 perkara mengajukan

upaya hukum kasasi. Sehingga dapat disimpulkan, jumlah perkara pidana yang

tidak mengajukan upaya hukum adalah sebanyak 77 perkara atau sebesar

95.06%.
Persentase Pengajuan Upaya Hukum
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Grafik 3 Persentasi Pengajuan Upaya Hukum Perkara Pidana
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4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Tabel 7 Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

No DIELGLEN Mediasi Berhasil Tidak Masih Berjalan
Mediasi 2020 Berhasil

1 5 1 (Berhasil Sebagian) 4 0

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan dari 5 perkara yang dilakukan
mediasi, telah berhasil mediasi damai sebagian sebanyak 1 Perkara (20%) dengan
rincian 4 Perkara tidak berhasil. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani oleh

Pengadilan Negeri Tubei selama tahun 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut :

. Jumlah Belum si
No Nama Sisa Masuk Dicabut Perkara Putus | Minutasi Minutasi PerI::ra
2019 2020 yang 2020 2020
ditangani <14 hr>14 hr| 2020
1 | Pidana Biasa 7 74 - 81 77 77 - - 4
2 Pidana Anak - 13 - 13 13 13 - - -
3 Perkara - 629 - 629 629 629 - - -
lalulintas
/Tilang
4 Tindak Pidana - 3 - 3 3 3 - - -
Ringan
5 Perdata 1 5 1 5 4 2 - - 1
Gugatan
6 Perdata - 20 - 20 20 20 - - -
Permohonan

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Tabel 8 Perkara Pidana dengan Korban Anak
0 s Perkara ah Perkara 3 Orba

1 | Narkotika 1 1
2 | Pencurian 1 1
3 | Penganiayaan 1 1

Jumlah 3 3
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Tabel 9 Perkara Pidana Anak yang

Nomor Dan

Tanggal Surat
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Nama Anak

Pasal

Mengajukan Diversi Tahun 2020

Tanggal
Kesepak
atan

Tanggal Dan
Nomor

Tanggal

Dan

Pelaksanaan Isi

Penetapan

Diversi

Pertama Pasal
111 ayat (1) UU
RI No. 35 tahun
PAYU 15009 Tentang 9/Pen.Div/2020/PN
1 };3 /Pid.Sus- ERLANGGA | Narkotika atau 15 Okt. Tub 16 OKL.
nak/2020/ Bin RODY Kedua Pasal 2020 | 1° 2020
PN Tub 127 ayat (1) 13/Pid.Sus-
AMAN hurufa UU RI Anak/2020/PN Tub
No. 35 tahun
2009 Tentang
Narkotika
Kesatu pasal
363 ayat (1)
ke-4 dan ke-5
HELDI Kitab Undang-
VANSYAH ll;?ddaannag Hukum 7/Pen.Div/2020/PN
11/Pid.Sus- Tub
2 | Anak/2020/ ALIAS 2290]2‘51 jo 32%]2‘3'
PN Tub HELDI BIN atau 11/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Tub
MULYADI | Kedua pasal
480 ke-1 Kitab
Undang-
undang Hukum
Pidana
10/Pidsus L 6/Pen.Div/2020,/PN
3 | Anak/2020/ SINTI 351 Ayat (1) | 06 Agu. ]-TOUb A(;z_
PN Tub WAHIDIN KUHP 2020 10,/Pid.Sus- 2020
SABAR Anak/2020/PN Tub
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C. AKREDITAS PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

Pengadilan Negeri Tubei yang merupakan pengadilan tingkat pertama
diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu berkomitmen untuk selalu
memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkannya, pada tahun
2020 Pengadilan Negeri Tubei ikut dalam penilaian atau Akreditasi Penjaminan
Mutu.

Banyak perbaikan dilakukan secara bertahap untuk mensukseskan
Akreditasi tersebut. Pengadilan Tinggi Bengkulu ditunjuk sebagai Tim Akreditasi
yang menilai Pengadilan Negeri Tubei yang dilaksanakan pada tanggal 17
Oktober 2019.

Pada hari Jum’at, tanggal 13 Juli 2019 (13/07) bertempat di Borneo Grand
Ballroom Hotel Novotel, Kalimantan Timur telah dilakukan prosesi penyerahan
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Badan Peradilan Umum dan
Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Khususnya pada kesempatan kali ini
Pengadilan Negeri Tubei mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
dengan predikat “A” (Excellent) yang diterima langsung Ketua Pengadilan
Negeri Tubei .

Penghargaan Akreditasi ini diberikan langsung oleh Prof Dr. H.
Muhammad Hatta Ali SH.,MH selaku Ketua Mahkamah Agung R.I bersama Herry
Swantoro SH., MH selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun
Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan
Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul /Prima (Indonesia Court

Performance Excellent - ICPE).

Gambar 2 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
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1. POSBANKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Pengadilan Negeri Tubei salah satu satuan kerja yang mendapat alokasi
dana Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Dipa 03 Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp. 24.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk membantu masyarakat
yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis. Dengan
Posbankum diharapkan adanya peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tubei. Pada tahun 2020, dari
anggaran Posbankum yang diberikan yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau sebesar 100 %.

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Sistem “One Door Service” sudah mulai diterapkan di Pengadilan Negeri
Tubei, yaitu dengan pemberlakuan Meja informasi dan Meja PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) melalui petugas di “Front desk”, yaitu untuk bidang Umum,
Pidana, Perdata dan Hukum. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan
prima kepada para pencari keadilan, sehingga jadwal dan waktu persidangan
lebih cepat dan lebih jelas. Pihak-pihak yang terkait dengan persidangan, yaitu
Jaksa, Penasehat Hukum/Advokat, Penggugat, Tergugat, maupun para saksi
melapor ke Front Desk, yang selanjutnya oleh petugas Front Desk perkara yang

telah lengkap pihaknya akan dipanggil untuk bersidang.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Pengadilan Negeri Tubei juga mendapatkan alokasi dana untuk Perkara
Prodeo (pembebasan biaya perkara) pada Dipa 03 Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp.0,-.

Pengadilan Negeri Tubei juga mendapatkan alokasi dana untuk Perkara
Prodeo (biaya eksekusi perkara) pada Dipa 03 Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp.0,-.

Dari anggaran Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) yang di
Pengadilan Negeri Tubei belum ada yang mengajukan perkara dengan

menggunakan prodeo/pembebasan biaya perkara.
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BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Sumber daya manusia (SDM) yang ada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Tubei adalah sebagai berikut:
Tabel 10 SDM Pengadilan Negeri Tubei

No NAMA JABATAN
1 IMAN BUDIPUTRA NOOR, SH.,, MH.  Ketua
2 AGUS WINDANA, SH. Wakil
3 ZEPHANIA,, SH., MH. Hakim
4 JONA AGUSMEN, SH. Hakim
5 HENDRO HEZKIEL SIBORO, SH. Hakim
6 KURNIA RAMADHAN, SH. Hakim
7 MARIA MINERVA KAINAMA, SH. Hakim
8 ADELLA SERA GIRSANG, SH. Hakim
9 SUJOKO, SH., MH. Panitera
10 HERIHERYANTO, SH. Sekretaris
11 HENDRIM, SH. Panmud Perdata
12 BONI MANIK, SH. Panmud Pidana
13 ARIF BUDIMAN, SH. Panmud Hukum
14 THOMAS SILYAMET Kasubbag PTIP
15 ANGGUN PRIMA L. TOBING, SH. Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan
16 SAYU MADE OKA SULFITR], S.Sos. Kasubbag Kepegawaian, Ortala
17 TRI SULISIONO, SE., SH. Panitera Pengganti
18 YURIS PRAWIRATAMA, SH. Panitera Pengganti
19 FIGAR WIBOWO, SH. Jurusita Pengganti
20 LEMAN SUHANDI Honorer
21 HENDRA MORIS Honorer
22 YOKIHASTOMO Honorer
23 RIO BERNANDO Honorer
24 ERAWATI Honorer
25 KUSUMA HARMAWATI, S.Kom Honorer
26 VIA REPILITA, S.Sos. TKS
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1. MUTASI

Mutasi pada Pengadilan Negeri Tubei selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Mutasi

NO. NAMA JABATAN MUTASI
1. | Agus Windana, SH. Wakil Ketua PN Tubei | Ketua PN Batu Sangkar
2. | Adella Sera Girsang, SH. Hakim PN Mentok Hakim PN Tubei
3. | Heri Heryanto, SH. Sekretaris PN Manna Sekretaris PN Tubei
4. | Sujoko, SH., MH. Panitera PN Tubei Panitera PN Balambangan Umpu
5. | Tri Sulisiono, SE., SH. Staf PN Bengkulu Panitera Pengganti PN Tubei
6. | Yuris Prawiratama, SH. Staf PN Kepahiang Panitera Pengganti PN Tubei
2. ALIH TUGAS
NO. NAMA JABATAN Promosi
1. | Sayu Made Oka Sulfitri, S.Sos. | Pemerintah Kabupaten | Pelaksana pada PN Tubei
Bengkulu Utara
3. PROMOSI
Promosi pada Pengadilan Negeri Tubei selama tahun 2020 adalah sebagai
berikut :
Tabel 12 Promosi
NO. NAMA JABATAN Promosi
1. | Jona Agusmen, SH. Calon Hakim Hakim Pratama
2. | Hendro Hezkiel Siboro, SH. Calon Hakim Hakim Pratama
3. | Kurnia Ramadhan, SH. Calon Hakim Hakim Pratama
4. | Maria Minerva Kainama, SH. | Calon Hakim Hakim Pratama
5. | Adella Sera Girsang, SH. Calon Hakim Hakim Pratama
4. PENSIUN
Pegawai yang pensiun/purnabakti pada Pengadilan Negeri Tubei selama tahun
2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 13 Pensiun
NO. NAMA JABATAN KETERANGAN
1. Fadian Della Sekretaris Meninggal Dunia

fome | TAHUN 2020




I T —

5. DIKLAT
Hakim dan pgawai yang mengikuti Diklat (SDM Teknis/Non teknis) pada

Pengadilan Negeri Tubei selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Diklat

JENIS TEMPAT
PELATIHAN
A. HAKIM
1 Iman Budi Putra Noor, SH., MH. | Diklat Sertifikasi | 5-21 Agustus 2020 Diklat
Hakim Lingkungan Online dan
Hidup e-learning
2 Zephania, SH., MH. English Effective 3-11 Agustus 2020
Presentation
3 Maria Minerva Kainama, SH. - Peran Hakim dalam | 16 Oktober 2020 Ruang Virtl
Pemenuhan  Hak (zoom
Perempuan & Anak meeting)
di Persidangan
- Kupas Tuntas Pasar | 10-19 November 2020
Modal Indonesia

B. STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN STAF

Boni Manik, SH. Direktori Putusan November 2020 Zoom
Meeting

2 Heri Heryanto, SH.

3 Anggun Prima L. Tobing, SH. Bimbingan teknis
keuangan
4 Sayu Made Oka Sulfitri, S. Sos Pengadilan tinggi
Bengkulu dan Hotel Grage
5 | Hendri M, SH pengadilan Negeri 11-13 November 2020 Bengkulug
Sewilayah Hukum
6 Arif Budiman, SH Pengadilan Tinggi
Bengkulu

7 Thomas Silyamet
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BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Tubei memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor
DIPA : DIPA-005.1.2.673055/2020 dengan Pagu sebesar Rp 2.653.465.000,- dan
DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-
005.3.2.673056/2020 dengan PAGU sebesar Rp 41.800.000,-

Tabel 15 DIPA Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020

.. Sisa
REEVEES

Jenis ey Anggaran
Belanja s/dzs(;éoﬂ per 31-12-
2020
1 | DIPAO1 Belanja
(BUA) Pegawai | Rp2.296.595.000,- | Rp2.224.680.564,- | 96.87 Rp71.914.436 | 3.13
(51)
Belanja
Barang | Rp.1.016.250.000,- | Rp.909.973.237,- 89.54 Rp106.276.763 | 10.46
(52)
Belanja
Modal Rp25.000.000,- Rp 25.000.000,- 100.00 | 0 0
(53)
2 | DIPA O3 Belanja
(BADILUM) | Barang | Rp41.800.000,- Rp 40.730.500,- 97.44 Rp.1.069.500 2.56
(52)

Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan
Negeri Tubei Tahun Anggaran 2020.

Tabel 16 PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Realisasi Sisa Anggaran

Uraian MAK 1(\];{1;‘)1 % l(“l;l:: )1 "
! ?ﬁlzgjglf’)egawai Rp2.296.595.000,- Rp2.224.680.564,- | 96.87 | Rp71.914.436 3.13
2 ?ﬁﬁgjggarang Rp1.016.250.000,- Rp.909.973.237,- | 89.54 | Rp106.276.763 10.46
3 ?ﬁ{:g;gOdal Rp25.000.000,- Rp 25.000.000,- 100.00 | O 0
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Tabel 17 PAGU dan Realisasi DIPA 03 Badan Urusan Administrasi

Sisa Anggaran

Nilai
(Rp)

100.00 0 0
94 | Rp.1.069.500,- 6

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGER] TUBEI

REEIRES
Nilai
(Rp)

Rp. 24.000.000,-
Rp. 16.730.500,-

Uraian MAK
%

1 | Pos Pelayanan
Hukum

Rp. 24.000.000,-
Rp. 17.800.000,-

2 | Perkara Pidana yang
diselesaikan di
tingkat pertama

3 | Perkara Peradilan
Umum yang
diselesaikan melalui
pembebasan biaya
perkara

Rp. 0,- 0 0 0 0

Tabel 18 Penerimaan PNBP Yang

Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak
MAP MAP

425233 425239

MAP

MAP
BULAN
e 425231

LYRYRY/

1 | Januari 0 0
2 | Februari 0 0 Rp.30.000,- Rp.89.500,- | Rp.114.500,-
3 | Maret 0 0 | Rp.150.000,- | Rp.103.500,- | Rp.253.500,-
4 | April 0 0 Rp.60.000,- | Rp.100.000,- | Rp.160.000,-
5 | Mei 0 0 Rp.30.000,- Rp.50.000,- Rp.80.000,-
6 | Juni 0 0 0 Rp.50.000,- Rp.50.000,-
7 | Juli 0 0 | Rp.150.000,- Rp.230.000,- | Rp.380.000,-
8 | Agustus 0 0 Rp.60.000,- | Rp.157.500,- | Rp.217.500,-
9 | September 0 0 | Rp.180.000,- | Rp.269.500,- | Rp.449.500,-
10 | Oktober 0 0 0 Rp.118.000,- | Rp.118.000,-
11 | November 0 0 Rp.80.000,- Rp.178.000,- | Rp.258.000,-
12 | Desember 0 0 Rp. 50.000 Rp. 86.000 Rp. 136.000
Keterangan :

MAP 425231 : Pendapatan surat pengesahan surat di bawah tangan
MAP 425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan

Peradilan

MAP 425233 : Pendapatan Ongkos Perkara
MAP 425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan

ke kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp.
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2.341.000,- yang berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan

uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan, Pendapatan ongkos
perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dan pendapatan
pengesahan surat di bawah tangan.

Sisa uang persediaan per 31 Desember 2020 yang terdapat dalam Kas
Bendahara Pengeluaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Tubei sebesar Rp.0,- dan
untuk Dipa 03 Rp. 0,- DIPA (01) dan untuk DIPA (03) tidak ada sisa Kas yang
disetor ke Negara, saldo nihil. sehingga Kas di bendahara pengeluaran Per 31
Desember 2020 sebesar Nol “0” Rupiah. Dalam Tahun Anggaran 2020, untuk
Anggaran DIPA 01 telah terjadi 4 kali Revisi DIPA, dan untuk Anggaran DIPA 03
telah terjadi 3 kali Revisi DIPA.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung kantor Pengadilan Negeri Tubei yang beralamat di Jalan Raya
Lebong- Argamakmur Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Pengadilan Negeri
Tubei mulai dibangun tahun 2011 diatas tanah seluas. 7.376 m?2. Bangunan
Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tubei terdiri dari 2 lantai dengan senilai Rp.

2.384.275.000,-

Gambar 3 Gedung Pengadilan Negeri Tubei

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tubei adalah :
a. Ruang Pelayanan, terdiri dari :
2 ruang sidang dewasa, 1 ruang sidang anak, 1 ruang tunggu ramah anak, 1

ruang mediasi/diversi/kaukus, 1 ruang tahanan Pria, 1 ruang tahanan
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wanita, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang Laktasi dan 1 ruang pos bantuan

hukum.

b. Ruang kerja, terdiri dari :

Ruang Kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Sub Bagian
Umum dan Keuangan, Sub Bag Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepaniteraan Pidana,
Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum dan Jurusita Pengganti.

1 Ruang Sidang Utama (Cakra), 1 Ruang Sidang Sari, 1 Ruang Sidang Anak.
PTSP, Mushola, 1 ruang laktasi, Posbakum, Ruang Tamu terbuka, 1 ruang

tunggu Jaksa, 1 ruang Mediasi, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang arsip.

RUANGAN KETUA

=
I 10 i
00
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Gambar 5 Sarana dan Prasarana PN Tubei

2. BIDANG TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN

Manajemen surat masuk dan surat keluar sudah berjalan dengan baik dan
tidak ada kendala yang cukup berarti.

Untuk Pengarsipan Surat sudah berjalan baik dan tidak ada kendala dimana
arsip surat masuk ditempatkan di masing-masing bagian sesuai disposisi
Ketua atau Panitera maupun Sekretaris, sedangkan Arsip Surat Keluar
dipusatkan disimpan di bagian Umum dan keuangan dan disetiap bagian
yang mengeluarkan surat.

Jumlah Surat Masuk sampai Per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 470
buah surat sedangkan untuk surat keluar sebanyak 784 buah surat.
Buku-buku Register surat masuk dan surat keluar beserta buku-buku
ekspedisinya tersimpan rapi di sub bagian umum dan keuangan.

Pengadilan Negeri Tubei memiliki aplikasi tata persuratan untuk lebih
memudahkan dalam mengakses surat masuk dan surat Kkeluar yang

dipusatkan di bagian Umum dan Keuangan.

3. BIDANG PERPUSTAKAAN

d.

Telah dilakukan penataan kembali buku-buku perpustakaan dengan
menggunakan aplikas SENAYAN.

Buku Perpustakaan yang baru sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIMAK
BMN.

Buku-buku Perpustakaan sudah diberikan Label Tunjuk setempat, dan
diberikan stempel stambuk dan Milik Perpustakaan

Pemelihaaraan Buku perpustakaan sudah dilakukan dengan baik dan tertata
dengan rapi serta pemberian kamper dan pembersihan ruangan dan buku
dengan vacuum cleaner sudah dilakukan.

Jumlah Buku perpustakaan per 31 Desember 2020 sebanyak 262 buku dan
sudah dimasukkan kedalam aplikasi SENAYAN sebanyak 262 buku.
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f.  Buku Induk Perpustakaan, Buku Peminjaman sudah dilaksanakan.

g. Katalog Perpustakaan masih terus dilengkapi.

4. BIDANG BMN (BARANG MILIK NEGARA)

a. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik
Negera) sudah berjalan baik dengan operator SIMAK BMN adalah Arif
Budiman, SH.

b. Laporan SIMAK BMN Semesteran dan tahunan sudah dikirim sesuai waktu

yang ditetapkan

c. Nilai Total Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tubei sebesar per
31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.448.184.821,-

d. Berikut Neraca Pengadilan Negeri Tubei per 31 Desember 2020
Dipa 01 senilai Rp. 10.448.184.821,-

Dipa 03 senilai Rp. 0,-

e. Berikut Asset Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Tubei.

KETERANGAN

TANAH

LUAS

Tabel 19 Aset Tanah yang Dimiliki Pengadilan Negeri Tubei

NILAI
PEROLEHAN/
TAKSIRAN (RP)

ALAMAT

BUKTI
KEPEMILIKAN

Tanah JI. Raya Lebong-
Bangunan Argamakmur Sertifikat Hak :
1 7.376 m? | Rp. 165.787.000,-
Kantor m P Kabupaten Lebong | Pakai No. 00003
Pemerintah Provinsi Bengkulu
JI. Pulau Harapan
Tanah
ana Kelurahan Test Sertifikat Hak :
Bangunan .
2 Balai Sidang/ 1000 m? | Rp. 185.600.000,- | Kecamatan Lebong | Pakai
& Selatan Kabupaten | No.2/LS/RL/82
Pertemuan
Lebong
Bangunan Kecamatan Lebong | SCrUKaCHak:
3 g . 1000 m? | Rp. 203.022.000,- & | Pakai
Balai Sidang/ Utara Kabupaten
No.2/LS/RL/81
Pertemuan Lebong
Tanah
ana JI. Raya Lebong-
Bangunan Argamakmur Sertifikat Hak :
4 | R h 1.850 m2 | Rp. 33.243.654,- '
uma m P Kabupaten Lebong | Pakai No. 00004
Negara -
Provinsi Bengkulu
Golongan |
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Sarana dan Prasarana gedung yang ada pada lingkungan Pengadilan

Negeri Tubei sebagai berikut :

Tabel 20 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Pengadilan Negeri Tubei

Z
=]

Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

Ruangan

Ruang Ketua
Ruang Wakil Ketua

Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris

Ruang Kepaniteraan Perdata

Ruang Kepaniteraan Pidana

Ruang Kepaniteraan Hukum

Ruang Sub Bag Umum dan Keuangan

10 Ruang Sub Bag Kepegawaian, dan Ortala

11 Ruang Sub Bag Perencanaan, Tl dan Pelaporan
12 Ruang Jurusita Pengganti

13 Ruang Sidang

14 Ruang Sidang Anak

15 Ruang Arsip

16 Ruang Tunggu

17 Ruang Tunggu Terbuka

18 Ruang Posbakum

19 Ruang Tunggu Jaksa

20 Ruang Tunggu Terbuka

21 Ruang Tamu

22 Ruang Tahanan Dewasa Pria
23 Ruang Tahanan Dewasa wanita
24 Ruang Perpustakaan

O [R[(J|(O|UT | W DN

RiRrRrNRIRIRIRIRIRIRIMRRIRIRRP|IR|IRIR[R[R| R~
1

II Sarana/prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Komputer 10 -
2 laptop 12 -
3 infocus 1 -
4 Monitor Jadwal Sidang - -
5 Air Conditioner 5 -
6 faximile 1 -
7 Genset 1 -
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Kendaraan Dinas (BPKB ada di Brankas Sekretaris) terdiri 3 (tiga) unit

mobil dinas dan 5 unit motor dinas sebagai BMN milik kantor Pengadilan Negeri

Tubei.

Tabel 21 Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020
Tahun

Perolehan

| Jenis Kendaraan Roda 4

1 | BD 1927 HY 2019 v - - -
2 | BD 1397 HY 2019 V - ] _
3 | BD 1961 HZ 2009 v - - -

Il | Jenis Kendaraan Roda Il

Sepeda Motor
1 | BD 2306 HY 2019 N - i -
2 | BD 2365 HY 2019 N - ] i
3 | BD 2627 HY 2019 - - v -
4 | BD 2749 HY 2012 - - vV -
5 | BD 2894 HY 2016 v - -

Rumah Dinas ada 2 unit, terdiri dari :

Tabel 22 Rumah Dinas Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020
Kondisi

Keterangan

Uraian

I | Rumah Dinas

1 | Rumah Dinas Wakil Ketua 1 v - - -
2 | Rumah Dinas Hakim 1 N

C. PENGELOAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Modernisasi manajemen peradilan diarahkan pada pembenahan
manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan menyempurnakan Buku
I dan Buku IIl Pengadilan sehingga berorientasi pada pelayananan dan
memanfaatkan teknologi dan informasi. Hasil akhir yang diharapkan dari proses
tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi proses, misalnya,
mengurangi beban proses minutasi, berita acara persidangan, supervisi, serta
peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke

satu orang, dan lain sebagainya.
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Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Tubei telah meningkatkan sarana dan

prasarana yang yang berfungsi untuk memberikan informasi jadwal sidang, dan
komputer desktop yang difungsikan untuk memberikan informasi jadwal dan
status perkara kepada publik. Hanya saja sarana dan prasarananya belum cukup
memadai karena hanya berupa 1 unit komputer untuk akses pengunjung.

Untuk menjamin pelaksanaan Administrasi pengadilan yang tertib,
modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh
pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara
manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis
Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan adanya peningkatan administrasi,
tuntutan transfaransi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia
membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir maka
Pengadilan Negeri Tubei meningkatkan pengelolaan teknologi informasinya
dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/Case Track System (CTS)
Versi 4.0.1 dan meningkatkan pengunggahan putusan di Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Tubei telah tersedia.

Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang terdiri dari :
Tabel 23 Perangkat Keras Pendukung SIPP/CTS

No ‘ Sarana Pendukung Jumlah
1 PC 10
2 Printer 8
3 Laptop 12
4 Server 1
5 Scanner 1
6 Speedy 2
7 Mikrotik 1
8 Switch 5
9 Wifi Access Point 4

Tabel 24 Perangkat Lunak Pengadilan Negeri Tubei

Sarana Pendukung

1 Aplikasi SIPP/CTS 1
2 Aplikasi PTSP 1
3 Aplikasi Senayan (Perpustakaan) 1
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E-Filing x |+

& ecourtmahkamahagung.ge.id/dashboard

HALAMAN DASHBOARD JURUSITA/JSP

Halaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran

A FIGAR WIBOWO, SH
(JurusitalJSP)

Dashboard

Sistem

Bagian P
Dengan ini diberitahukan bahwa Layanan Pembayaran Virtual Account Bank BRI (BRIVA) SEDANG MENGALAMI
MASALAH sehingga pembayaran Panjar Biaya Perkara, PNBP Salinan Putusan, Panjar Biaya Perkara Banding dan
Pembayaran Biaya Banding yang menggunakan Virtual Account Bank BRI (BRIVA) tidak dapat dilakukan

(Rabu, 04 2020 11:46:25 WIB)

Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Senin, 02 November 2020 15:41:36 WIB)

Dengan ini diberitahukan bahwa Layanan Pengiriman Email pada Mahkamah Agung SUDAH BERJALAN NORMAL
sehingga fitur Pengiriman e-Summon, Notifikasi verifikasi Memori dan Kentra Memori Upaya Hukum Banding, Aktivasi
User dan Reset Password dapat digunakan kembali

Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Rabu, 19 Agustus 2020 11:28:39 WIB)
Untuk kemudahan implementasi fitur Upaya Hukum Banding pada Aplikasi e-Court, SIPP Tk1 dan SIPP Banding bagi
para user. Berikut ini adalah e-Book Fitur Upaya Hukum Banding, silahkan klik tautan berikut Klik disini

Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Selasa, 11 Agustus 2020 12:42:55 WIB)

Berkenaan dengan fitur Upaya Hukum Banding pada Aplikasi e-Court, diinstruksikan kepada Seluruh Satuan Kerja agar
menginput Data Referensi Hari Libur Daerah. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan kiik tautan berikut Petunjuk
Pengisian Data Referensi Hari Libur.

Gambar 6 E-Court Pengadilan Negeri Tubei

My lnbox(14) X | @ SIPPPRENG: X

< C A Notsecure | cts.internal.pn-tubeigo.id/dashboard

 Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TUBEI

Home PerdafaUmum Perdota Khusus  PidanaUmum  Pidano Khusus Delegasi loporan  JodwalSideng  Arip Perkara  Anfrion  eCourt  ePaymeni Peson  Referensi

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

3 POF

< Rincian Ker: X ‘ @ RINCANKE X ‘ RINCIAN KE' X ‘ [0} PagudanR x ‘ Pagudan R X ‘ Pagudanf X

@ :
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1:26 PM
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~
& Print Jay 0 FIGAR WIBOWO, SH =
Home
1 Berhasil Mendapatkan Nemor Perkara
2 Bayar, Belum Mendapatkan Nomor
Perkara
1 Berhasil Mendapatkan Nemor Perkara
2 Bayar, Belum Mendapatkan Nomor
Perkara
1 Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara
2 Bayar, Belum Mendapatkan Nomor
Perkara
T d
1 Berhasil Maridapatkan Nomdr Perkara
2 Bayar, Belum Mendapatkan Nomor
Perkara
e

dME|MONﬂx‘ +
& Q ¥

Selarmot Datang
Anda Login Sebagai

Desember H -~ H
Bulan R
1 cugaten 3 - 2 200,00 % 1 1 =
2 Permohenan 1 - 1 100.00 % = = =
3 Kepailitan 0.00% = = =
4 Penundacn Kewsjiban Pemboyaran 0.00% - - .
Utang
5 Hak Kekayoan intelektual 0.00% = = =
& Pengadian Hubungan Industria 000% = = =
7 Perawanan/Bantahen (derden verzet] 000 % - - -
8 Gugatan Sederhena 0.00% - - -
9 Permohenan Konsinyas 0.00% = = =
10 Pidona Biosa 8 = 4+ 400,00 % : - A
1| Pidaona singkst 0.00% - - .
12 Pidsna Cepar 0.00% = = =
3 Perkara Lalu-L 0.00% - . .
14 Pidona Anck - - 1 100.00 % 4 = =
5 Pidona Fraperadilon 0.00% = = =

Load Time : 0.0251 Sec. | Memary Avaiable: 128M | Memory Usage Hak Cipta @ Mahkamah Agung Repubik Indonesia 2015

YS.®

Gambar 7 SIPP/CTS Versi 4.0.1
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= ONE DAY PUBLISH PENGADILAN NEGERI TUBEL

“One Day Publish” merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa
Pengadilan Negeri Tubei akan mempublikasikan informasi perkara pada hari
yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Negeri Tubei juga akan
mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim

ke pengadilan pengaju.

M Inbox(14)- X | @ sPe X | < RincanKer X | RINCIANKE X | RINCIANKE' X | [} PagudanRe X | Pagudan e X | Pagudanfe X | 3 MIS|MONI x | + = &

< C A Notsecure | sipppn-tubei.go.d/statistik_perkara max @ :

ﬁ Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGER! TUBE

Beronda  Perdato Umum | Perdofakhusts  Fidona  Pidana Khusus  Jacwal Sidong Loporan  Delegasi

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2020

Laperan Sialisik Perkara

Pr—— N |

Gambar 8 One Day Publish Pengadilan Negeri Tubei
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BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Tubei selalu mengedepankan pelayanan publik yang
prima. Pengadilan Negeri Tubei berkomitmen untuk selalu memberikan
pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat pencari keadilan. Perbaikan
dilakukan secara berkala mulai dari sumber daya manusianya hingga sarana
maupun prasarana guna mendukung pencapaian pelayanan publik yang prima.

Pelayanan publik yang prima dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tubei

dengan cara :

1. AKREDITAS PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

Pengadilan Negeri Tubei yang merupakan pengadilan tingkat pertama
diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu berkomitmen untuk selalu
memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkannya, pada tahun
2020 Pengadilan Negeri Tubei ikut dalam penilaian atau Akreditasi Penjaminan
Mutu.

Banyak perbaikan dilakukan secara bertahap untuk mensukseskan
Akreditasi tersebut. Pengadilan Tinggi Bengkulu ditunjuk sebagai Tim Akreditasi
yang menilai Pengadilan Negeri Tubei yang dilaksanakan pada tanggal 17
Oktober 2019.

Pada hari Jum’at, tanggal 13 Juli 2018 (13/07) bertempat di Borneo Grand
Ballroom Hotel Novotel, Kalimantan Timur telah dilakukan prosesi penyerahan
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Badan Peradilan Umum dan
Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Khususnya pada kesempatan kali ini
Pengadilan Negeri Tubei mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
dengan predikat “A” (Excellent) yang diterima langsung Ketua Pengadilan
Negeri Tubei .

Penghargaan Akreditasi ini diberikan langsung oleh Prof Dr. H.
Muhammad Hatta Ali SH.,MH selaku Ketua Mahkamah Agung R.I bersama Herry
Swantoro SH., MH selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan

o ranon 2020 |0



Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul /Prima (Indonesia Court

Performance Excellent - ICPE).

Gambar 9 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

P R prsm——— * @ ¢

REGULASI TAHUN 2020

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagaimana di
amanatkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, Pengadilan

Negeri Tubei telah melakukan beberapa regulasi bersifat inovatif ditahun 2020,
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1. Kebijakan Internal

Tabel 25 Kebijakan Internal

I | Perihal

1 SK KEBIJAKAN MUTU

2 SK TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

3 SK HAKIM PENGAWAS BIDANG

4 SK TIM PENJAMINAN MUTU (APM)

5 SK PETUGAS PERPUSTAKAAN

6 SK PETUGAS ABSENSI

7 SK PENANGGUNG JAWAB ABSENSI

8 SK PEMBERLAKUAN SOP

9 SK PETUGAS INFORMASI

10 | SKTIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

11 | SKTIM PENYUSUN SOP

12 | SKOPERATOR WEBSITE

13 | SK PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA

14 | SKTIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

15 | SK HAKIM MEDIATOR

16 | SKPENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

17 | SKPENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA KEPADA WAKIL KETUA

18 | SK TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)

19 | SK TIM PEMBENTUKAN SATGAS ANTI KORUPSI

20 | SK TIM PEMILIHAN ROLE MODEL

21 | SK TIM BAPERJAKAT

22 | SKTIM TANGGAP DARURAT

23 | SKROLE MODEL SEBAGAI PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA

24 | SK PENETAPAN YEL-YEL

25 | SKTIM PELAKSANA PELAYANAN PRIMA

26 | SK OPERATOR SIKEP

27 | SKPEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

28 | SK PENANGANAN GRATIFIKASI

29 | SK TIM PENGENDALI GRATIFIKASI

30 | SKTIM SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI

31 | SKPENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN /
PEMBERITAHUAN DELEGASI

32 | SK TIM PENGELOLA BIAYA PROSES DAN INTENSIF PARA PETUGAS

33 | SKPENUNJUKAN PENGELOLAAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA ATAS PERINTAH
PENGADILAN (APP)

34 | SK PENUNJUKAN MANAJEMEN RESIOKO

35 | SKPENGELOLA BIAYA PROSES BESERTA TURUNAN: PPK DAN KASIR BAIAYA PROSES

36 | SK BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA

37 | SK TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

38 | SK RAPAT BERKALA

39 | SK BANNER/SPANDUK

40 | SKNOTULIS

41 | SKRUANG TAMU TERBUKA

42 | SK PETUGAS POSBAKUM

43 | SK PENGELOLA TI
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44 | SK PENGIRIMAN SURAT DINAS KELUAR

45 | SK KAWASAN TANPA ROKOK

46 | SKPENYELENGGARAAN PENGENDALI INTERN PEMERINTAH (SPIP)

47 | SKPENETAPAN PENGGUNAAN DAN PENANGGUNGJAWAB RUANG BARANG BUKT],
RUANG GUDANG UMUM, RUANG PERPUSTAKAAN, RUANG ARSIP, DAN RUANG DAPUR

48 | SKSTANDAR BIAYA PENGGANDAAN SALINAN PUTUSAN DALAM RANGKA PELAYANAN
INFORMASI

49 | SKTIM INTERNAL ASESOR

50 | SKPENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDIH)

51 | SKPENUNJUKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSESKUSI

52 | SKPENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SIPP

53 | SKTENTANG BUDAYA KERJA

54 | SKPELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN

55 | SKSTANDAR PELAYANAN

56 | SKPENUNJUKAN PETUGAS PPK BIAYA PROSES PERKARA PERDATA

57 | SKPENUNJUKAN BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA BIAYA PROSES PERKARA
PERDATA

58 | SKPENUNJUKAN PEMEGANG KEUANGAN PERKARA PERDATA PIHAK KETIGA DAN
KEUANGAN KSEKUSI

59 | SKPETUGAS LOKET PELAYANAN

60 | SKVISI MISI PN TUBEI

61 | SKMOTTO PN TUBEI

62 | SKSASARAN MUTU PN TUBEI

63 | SKPENUNJUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

64 | SKTIM DOCUMENT CONTROL (DC) PENJAMINAN MUTU

65 | SKTIM PENILAI KINERJA PEGAWAI HONORER

66 | SKPEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PRESTASI KERJA

67 | SKPEMBENTUKAN TIM MONITORING SOP

68 | SKPENEMPATAN PERSONIL DALAM STRUKTUR ORGANISASI DI PN TUBEI

69 | SKPENYELENGGARAAN PTSP

70 | SKSTRUKTUR/ PETUGAS PTSP

71 | SKMENTOR LATSAR AKTUALISASI CPNS/CAKIM

72 | SKOPERATOR SERVER

73 | SKPENEMPATAN TENAGA HONORER

74 | SKPENETAPAN JAM KERJA

75 | SKTIM PENGHITUNGAN JABATAN FUNGSIONAL

76 | SKPETUGAS PENGELOLA E-ARSIP

77 | SKPETUGAS PENGELOLA DIREKTORI PUTUSAN

78 | SKTIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IKM)

79 | SKTIM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

80 | SKTIM PELAKSANAAN ANALISI BEBAN KERJA

81 | SK PENUNJUKAN SEBAGAI MENTOR PADA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

82 | SK PENUNJUKAN PIC-IT ADMIN E-COURT

83 | SKPENGELOLA BARANG PERSEDIAAN

84 | SKPETUGAS PENGELOLA BMN

85 | SKBMN PENGELOLA SALURAN AIR, GENSET, DAN MESIN FOTOKOPI

86 | SK SOSIALISASI SAKIP

87 | SKWORK FROM HOME (WFH)

88 | SKPEJABAT PENGADAAN T.A 2020

89 | SKTIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
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90 | SK PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN/ WHISTLE BLOWING SYSTEM

91 | SKPENUNJUKAN TIM VERIFIKASI FISIK PELAYANAN DARI FORMASI DISABILITAS

92 | SKPENUNJUKAN PANITIA SELEKSI POSBAKUM

2. Kebijakan Eksternal
Tabel 26 Kebijakan Eksternal

NO NOMOR SURAT KEPUTUSAN PERIHAL

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

1 Perma Nomor 01 Tahun 2020 Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan
Peradilan

2 Perma Nomor 02 Tahun 2020 Pengadaan Hakim

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

3 Perma Nomor 03 Tahun 2020 Berhadapan Dengan Hukum

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran

4 Perma Nomor 04 Tahun 2020 Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah
Agung
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

5 Perma Nomor 05 Tahun 2020 Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha
Negara

Hakim Khusus Dalam Sengketa Proses
6 Perma Nomor 06 Tahun 2020 Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha
Negara
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A. PENGAWASAN INTERNAL

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGER] TUBEI

BAB IV

PENGAWASAN

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal, Pengadilan

Negeri Tubei telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei tentang
penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni
dengan menambah beberapa bidang pengawasan agar pengawasan yang
dilakukan lebih efektif dan terarah. Berikut Susunan Hakim Pengawas Bidang
yang berlaku untuk saat ini:

SK KPN Nomor : W8.U8/278/KP.04.5/5/2020
Tabel 27 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2020
NO. NAMA NIP JABATAN PENGAWAS BIDANG
DALAM
DINAS
1. | AGUS WINDANA, SH. 19770523 200112 1 002 WAKIL KOORDINATOR
KETUA PENGAWAS BIDANG
2. | ZEPHANIA, SH.,MH. 19860803 200904 1 002 HAKIM KEPANITERAAN PIDANA,
HUMAS DAN WASMAT
3. | JONA AGUSMEN, SH. 19870824 201712 1 002 HAKIM KEPANITERAAN HUKUM
4. HENDRO HEZKIEL SIBORO, SH. 19940112 201712 1 004 HAKIM KEPANITERAAN
PERDATA
5. MARIA MINERVA KAINAMA, SH. | 19940315 201712 2 001 HAKIM UMUM DAN KEUANGAN
6. KURNIA RAMADHAN, SH. 19920308 201712 1 005 HAKIM PERENCANAAN,
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PELAPORAN
7. | ADELLA SERA GIRSANG, SH. 19940113 201712 2 001 HAKIM KEPEGAWAIAN,

ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
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2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara lain:

» Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim
pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut.

» Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting
baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi
ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada
seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tubei

» Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori putusan

3. Secara berkala dilakukan rapat berjenjang mulai dari rapat masing-masing
Kepaniteraan dan sub bagian, rapat pejabat struktural/fungsional kepaniteraan
dan kesekretariatan, Rapat 4 Pilar untuk membahas permasalahan yang
dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan

Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.

4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah dalam

pelaksanaanya sudah sesuai SOP.

5. Pengawasan Kkedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin terhadap
absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan teguran secara lisan
kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Hasil
rekap absensi setiap bulan diawasi dan dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei selaku Koordinator Pengawasan atau

petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei.

6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara

pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

foe] TARUN 2020



I T —

B. EVALUASI

Setelah dilakukan evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian,

masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut :

1.

2.

Masih banyaknya pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas
pokok yang diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah
pegawai di Pengadilan Negeri Tubei,

Akibat dari kekurangan pegawai ini, disamping pegawai yang mempunyai tugas
rangkap, terdapat juga beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untuk
membantu administrasi setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas-tugas
pokoknya sebagai pramubhakti.

Ruangan dan Rak arsip Perkara yang tersedia sudah tidak memadai untuk
menampung berkas yang masuk. Untuk itu akan diusulkan pembangunan ruang
arsip baru yang lebih representatif.

Sarana dan prasarana alat pengolah data seperti Laptop, Komputer dan Printer
untuk Hakim, Panitera Pengganti dan Staff masih sangat kurang. Sehubungan

dengan hal tersebut, akan diusulkan anggaran untuk itu.
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BABYV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Tubei telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus meningkatkan
pelayanan publik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip transparansi dan
akuntabilitas publik.

2. Dalam meningkatkan Pelayanan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Publik,
Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan berbagai Inovasi yang penting dan
menjadi unggulan yaitu:

a. Program “One Door Service” dimana pelayanan persidangan dipusatkan
disatu pintu yakni di “Front Desk” yang berfungsi juga sebagai Meja
Informasi, Meja Pengaduan, dan Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

b. Pengiriman petikan putusan kepada terdakwa/Penasehat Hukum, Kejaksaan
dan Penyidik telah terlaksana 100%.

c. Dalam hal penyelesaian perkara, selama tahun 2020, Pengadilan Negeri
Tubei telah menyelesaikan perkara sebagai berikut:

» Perkara Perdata :

- Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2020, sebanyak 2
Perkara yang terdiri dari 3 perkara, sisa tahun 2020 sebanyak 1
Perkara dan belum ada perkara baru Tahun 2020.

» Perkara Pidana:

- Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2020 sebanyak
1.285 perkara, yang terdiri dari 1.285 perkara, sisa tahun 2019
sebanyak 9 Perkara dan 1283 perkara baru Tahun 2020.

- Bila dihitung tanpa Perkara Lalu Lintas Total Perkara Pidana yang
ditangani selama Tahun 2020 sebanyak 106 perkara, yang terdiri dari
9 perkara sisa tahun 2019, 104 perkara baru tahun 2020 dan 7 sisa
perkara tahun 2020.

d. Pengelolaan arsip perkara sudah berjalan cukup baik, demikian juga ruangan

serta rak yang tersedia sudah memadai dan masih dapat menampung seluruh

foe] TARUN 2020

berkas yang ada.




I T —

e. Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi

serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus ditingkatkan

melalui website : www.pn-tubei.go.id dengan jalan selalu mengupdate berita

dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan

Negeri Tubei.

B. REKOMENDASI

1. Agar diberikan penambahan Sumber Daya Manusia sejumlah 6 Orang dengan

rincian sebagai berikut :

Kepaniteraan Pidana

Dibantu 1 orang staf pidana dan 1 orang staf Honorer (petugas meja II,
Pengadministrasi berkas perkara pidana, petugas register dan operator
komputer).

Kepaniteraan Perdata

Dibantu 1 orang staf Perdata dan 1 orang staf honorer (petugas meja II,
petugas meja I, petugas register, operator komputer dan kasir).
Kepaniteraan Hukum

Dibantu 1 orang staf (petugas statistisik, arsiparis, pengadministrasi
kepaniteraan hukum, petugas pengaduan dan operator komputer ).

Sub Bag Umum dan Keuangan

1 orang staf TKS (petugas register PTSP, petugas keuangan dan operator
komputer) PIt. Kasub Bag Umum Keuangan merangkap sebagai pengolah
keuangan.

Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Dibantu 1 orang staf honorer (petugas pengolah website, menyusun
dokumen laporan dan operator).

Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Dibantu 1 orang staf honorer (petugas register cuti dan menyusun

kearsipan dokumen kepegawaian).
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2. Perlu dibangun Unit Pelayanan Persidangan Anak (Ruang Sidang, Ruang

Teleconference, Ruang Tunggu Ramah Anak) dan Ruang Serbaguna yang
dibangun di tanah kantor Pengadilan Negeri Tubei.
3. Perlu terus diadakan Pelatihan dan Pendidikan untuk peningkatan kapasitas

Sumber Daya Manusia.
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